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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEFARA

NOMOR & TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

. bahwa untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan

bagi kendaraan bermotor, diperlukan adanya pengujian
secara berkala ;

. bahwa pengujian kendarsan bermotor merupakan

kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara ;

. balwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka

untuk pelaksanaan Pengujian Kendarsan Bermotor di
kabupaten Jepara serta penarikan Retribusinya, periu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-undang MNomor 13 Tahun 1950 tentang

pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Fropinsi Jawa Tengah ;

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas

dan Angkiutan Jalan {Lembaran Megara Tahun 1522 Momor
45, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3480) ;

. Undang-undang Nomeor 18 Tahun 1897 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Megarm Tahun
1957 Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara Tahun 36893)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang NMomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Megara Tahun 2000 Nomaor 248,
Tambahan Lembaran Negara Momor 4048) ;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 15887 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran MNegara Tahun 1997 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Momor 3699) |

. Undang-undang MNomar 22 Tahun 1989 tentang

Pemerintahan DaerahiLembaran MNegara Tahun 1999
Momar 80, Tambahan Lembaran Negara Noemor 3838) ;



2. Peraturan Pemerintah MNomor 42 Tahun 1993 tentang
Femeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lambaran
Negara tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran MNegara
MNomor 3528) .

8. Peraturan Pemerintah Momor 44 Tahun 19893 tentang
Kerdaraan dan Pengemudi (Lembaran negara Tahun 1953
Momar 64, Tambahan Lembaran negara Nemor 3530)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Tahun 1997 MNomer 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

§. Peraiuran FPemerintah MNomeor 25 Tahun 2000 teniang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Ctonom (Lembaran Megara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3852) ;

9. Peraturan Menteri Daiam Megeri Nomeor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawal Megeri Sipll Di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1893
tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan
Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta tempelan, Karoseri
dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;

11. Keputusan Menteri Perhubungan MNomer KM.71 Tahun 1993
tentang Penguijian Berkala Kendaraan Bermotor :

12.Keputusan Mentari Dalam MNegeri Momor 174 Tahun 1997
ientang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

13.Keputusan Menteri Dalam Mageri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat il Jepara
Momer § Tahun 1930 tentang Penyidik Pegawai Megeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat i
Jepara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

MEMUTUSKAN

Menstapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Gelam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1

£

h |

Craarah adalah Dasrah Kabupaten Jepara |
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
Bupati adalah Bupati Jepara |

Kendaraan bermotor adalah kendarsan yang digerakkan
gleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu
termasuk Kereta gandengan atau Kereta tempelan yvang
dirangkaikan ;

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangksian
Kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kerota tempelan
dan kendaraan khusus dalaim rangka pemenuhan lerhadap
persyaratan teknis laik jalan ;

. Refribusi Pengquiian Kendaraan Bermmotor yang selanjutnya

disghut  Retribusi Daerah adalah pembayaran  atas
pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;

. Jasa Umum adaiah jasa yang disediakan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah wntuk fujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum sera dapat dinlkmati oleh orang
pribadi atau badan ;

Mobil penumpang wumum adalah setiap  kendarazn
barmator  yang  dilengkapi  sebanvak-banyaknya 8
{delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi yang disediakan untuk dipergunakan
oleh umum dengan dipungut bayaran |

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi lebih dari 8 (delapan} tempat duduk tidsk
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkanan pengangkutan bagasi, termasuk jugs
meiil bus yang dipergunakan uniuk angkutan yang
memiliki jarak sumbu atau sama dengan 3.000 milimeter,
wanatipun tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak
termasuk tempat duduk pengemudi.

10. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari

sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan
kendaraan khusus ;



11.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermatar selain dari
pada kendaraan bermotor untuk penumpang  dan
kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya

untuk keperluan khusus atau menganghut karang-barang
khusus ;

12.Keieta Gandengan adalah sustu alat yang dipergunakan
untuk mengangkut barang yang sefuruh bebannya ditumpu
cleh alat ity sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh
kendaraan bermotor ;

13.Kereta Tempeian adaiah suatu aiat yang dipergunakan
untuk: mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik
dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor
penariknya

14.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu
rendaraan yang harus dipenuhi agar teriamin keselamatan
dan mencegah pencemaran udara dan kebisingan
lingkungan pada wakty dioperasikan di jalan

13.Badan adalsh sekumpulan orang dar/atau modal vanng
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi persaeroan
terbatas, persercan komanditer, persercan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, Firma, kongsi, koperasl, dama pensiun,
persekutuan, perkumpuian, yayasan, organisasi massa
organisasi sosfal politk, atau organisasi yang saeienis,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lginnya,

16.5urat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi vang terutang ;

17. Surat tagihan Retribusi Daerah yvang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tegihan Retribusi

Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau
dends,

BAB 1l
NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH
FPasal 2
Dengan nama Retribusi Pengujlan Kendaraan Bsrmotor dipungut

Retrlbusi Daarsh sebagal pembayaran atas pelayanan pengujlan
kendaraan bermotor.



Pasal 3
Obyek Ratribusi Daerah adajah pengujian kendaraan bermotor yang
terdiri dari :
a. mobil penumpang umum ;
b, mobil bus
<. mobil barang |
d. kendaraan khusus :
@, kersta gandengan :
f. kereta ternpeian.

Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang
mempercleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5
Wajib Refribus] Daerah adalah orang pribadi atau badan yang
diwajitkan melakukan pembayaran atas pelayanan pengujian
kendaraan bermotor
BAB HI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Rebibusi Pengujian Kendaraan Berrmotor  termasuk golongan
Retribusi Jasa Umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Fasal T

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, fasilitas
dan peralatan pengujizn kendaraan bermotor.

BABE V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

(1} Prinsip penetapan struktur dan besamya tarif dimaksudkan untuk
menutup blaya penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan
bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat
dan aspek keadilan,



(2) Blaya dimaksud ayat (1) meliputi biaya pendaftaran dan
administrasi, biaya pembubuhan nomeor uji, biaya pembuatan dan
pemasangan tanda samping, biaya perawatan dan pemeliharaan
sert2 biaya kalibrasi elat uji kendaraan bermotor.

(3} Disamping blaya dimaksud ayat (2} termasuk pula hlaya

penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan sagel serta biaya
penggantian buku uji barkala .

BAB Vi

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Struktur dan besamya tarif Retribusi Daerah ditentukan sebagai
berikut :

a. Biaya Pengujian :

1. Mobll penumpang umim Rp 18.600 -
2. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan
Khusus Fp 23.500 -

3. Kereta gandengan dan Kereta tempalan Rp 21.000,-
b. Tanda Uji Berkala, Baut, awat dan Segel Rp 2500.-
c. Buku Liji Berkala Rp 5.000 -

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi Daeran terutang pada saat ditetapkan SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan,

BAB Wi
MASA RETRIBEUSI DAERAH
FPasal 11

{1) Masa Retribusi Daerah adalah & {enam) buian
{2} Masa Retribusi Daerah dimaksud avat (1) tidak berlaku
apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami :
a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan perubahan
fisik
b. Perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami
perubzhan secara fisik dan atau teknis.



BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTARN
Fasal 12

Retribusi Daerah dipungut di witayah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(3} Pemungutan Refribusi daerah tidak dapat diborongkan.
(4) Pemungutan Retribus| Daerah dilakukan dengan menggunalan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X|
TATA CARA PEMEAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran retrfbusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
dimuka,

(2) Pembayaran Reiribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atay
tempat lain vang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipsrsamakan.

{3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah

selambet-lambatnya 1 ¥ 24 Jam atau dalam wakiu yang ditentukan
oleh Bupati.

BAB X
SANICS] ADMIMNISTRASI
Pasal 15
(1} Dalam hal wajib retribusi daerah tidak membayar tepat walktunya

alau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi setiap bulan
yang besarnys ditetapkan sebagal berikut -

a. mobil penumpang umnm Rp 800300
b. mabil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp 7.000,00
c. kereta gandengan dan kereta tempelan Rp 7.00000

(2} Wajib Refribusi Daerah dalam hal melaksanakan kewa)lban
membayar retribusi dan atau melaksanakan uji kendaraan bermotor
untik yang pertama kall, ditentukan salambat-lambatnya 7 {tujuh)
hari setelah mendapatkan STNK dan selebihnya dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



BAB X
TATA CARA PENAGIHAMN
Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat fain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan panagihan retribusi,
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak fatuh tempo
pembayaran.

(£} Dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau
peringatan atau surat lain vang sejenis, wajib refribusi harus
melunasi retribusi terhutang.

(3) Surat teguran atau peringatan atau surat laln yang sejenis dimaksud
ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pajabat yang ditianjuk.

Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanzan penagihan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) akan
ditetapkan cleh Bupati .

SAE XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

Fazal 18

{1) Bupati dapat mamberikan pengurangan, kerlnganan dan
pembeabasan retribusi Daerah.

{2) Tatacara psmberian pengurangan, keringanan dan psmbebasan
refribusi Daerah dimaksud dalam ayat (1) iteta pkan olah Bupati.

BAR X\
KEDALLAVARSA
Fasal 19

(1) Penagihan Retribusi Daerah, kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan findak pidana di
bidang retribusi,

(2} Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat {1 pasal ini,
tertangguh apabila
a, Diterbitkan Surat Teguran, atau :

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi  baik
langsung maupun tidak langsung.



BAE X\l
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Fasal 20

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan sleh
Instansi yang ditunjuk oleh Bupati,

BaB Xvii
KETENTUAN PIGANA
Paszal 21

(1} Wajib Ratribusi yang tidak melaksanakan wewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerash diancam pidana kurungan paling lama
g (enam) bulan atay dends paling banyak 4 (empat) kali jumlah
refribusi terutang.

(2) Tindak pldana yang dimaksud ayat i1} adalah pelanggaran,

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
FPasal 21

(1} Pejabat Pagawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penvidik Untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di Bidang Refribusi Daerah.

(2} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayst (1) Pasal ini adalah

8. menarima, mencari, mengumpulkan, dan menaliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan Jalas;

b. meneliti, mencari dan mangumputian keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut:

¢. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badab
sehubungan dengan tindak pidanan di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
barkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daergh:

2. melakukan penggeledahan  untuk mendapatkan  bahan  buikdi
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersabut;

f. meminta bantuan tenaga ahli daiam rangka melaksanakan tugas
penyidikan findak pidana di bidang Reatribusi Dasrah:



9. menyuruh berhenti, melarang sesecrang meninggalkan ruangan atau
wmpat pada saat pemariksaan sedang berlangsting dan memasriksa
ientitas orang atau dokumen vang dibaws sebagaimana yang
dimaksud pada huraf =

. memotrel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Casrah

I memanggil orang untuk  didengar weleiangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi:

I menghentikan penyidikan;

K. metakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Dasrsh menurut hukum yang dapat
dipartanggungjawabian.

(3} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membertahukan
dimulainys penyidikan dan menyampaikan hasil nenyidikannya kepada
Perwntut Umum sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomer & Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana

BAEB XiX
KETENTUAN PENUTUP
Fazal 23

Hal hal yang beium diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
sesnganal pelaksanaannya akan distur kemudian aleh Bupati,

Fazal 24
Fesalyran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supava setiap orang dapat mengetshuinva memerintahkan
pengundangan Peraturan Dserah ini dengsn penempatannya dalam

L=mharan Daerah Kabupaten Jepara.

Uitetaplan di Jepara,
TPmgls tanggal 9 Juli 2001

Oiundangka:: i Jepara
pana tannral sl
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR B TAHUM 2001

TENTANG
RETRIBUSI PENGLJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PENJELASAN UMUM

Pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk  menjamin
keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum, dimana kendaraan
bermotor yang beroperasi dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan.

Dengan berlakunya Undang-undang MNomor 22 tahun 1899 tentang
Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi secara luas, nyata dan
bertanggung Jawab kepada daerah, serta Peraturan Pemaeraintah Nomor 25
tahun 2000 yang mengatur kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
sebagai daerah ofonom, maka Pengujian kendaraan bermotor merupakan
kewenangan baru bagl pemerintah Kabupaten Jepara.

Dalam rangka pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Jepara serta dalam penarikan retribusinya periu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1sd 11 : cukup jelas

Pasal 12 : Tempat obyek retribusi tidak harus selalu sama
dengan tempat wajib retribusi

Pasal 13 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa

seluruh proses keglatan pungutan Retribusi daerah
tidak dapat diserahkan kepada pihak kefiga, namun
dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga
dalam proses pemunguian retribusi antara  lain
pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada
wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi
dan Subyek retribusi.

Kegiatan yang fidak dapat dikerjasamakan dengan
pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya
retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi
dan penarikan retribusi.

Ayat {2} . Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan
adalah kuitansi.

Pasal 14 : cukup jelas



Pasal 16 a/d 26

pengencan sanksi edministrasi dimalksudian unhuk
mendidic  wajlb retribusi  dalam  melalmenakan
kewajibannya tepeat wakty,

cukup jelas.



